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BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-?'> TAHUN 2025

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR PESISIR

DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa berdasarkan Press Release Informasi Potensi Banjir
Pesisir (ROB) dari Badan Meteorologj, Klimatologi, dan
Geofisika, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana
Banjir Pesisir di Kabupaten Belitung Timur;

bahwa Status Siaga Darurat Bencana Banjir Pesisir
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
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11.

12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019
tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1777); '

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4
Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19);
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15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR PESISIR DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir Pesisir (ROB)
di Kabupaten Belitung Timur.

Status Siaga Darurat Bencana Banjir Pesisir sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) hari, terhitung sejak
tanggal 5 Desember 2025 hingga tanggal 12 Desember 2025.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber dana lain
yang berasal dari bantuan/sumbangan yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 Desember 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal g Desember 2025

BQPATI,BELITUNG TIMUR,
.




